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BAB II
TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan. 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan
Perkawinan menurut istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", yang berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh
.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2
.  Yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. 
Perkawinan dalam dalam hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudra mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat di yakini perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada
. perkawinan mempunyai unsur sebagai berikut: 
a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.
Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut:
a. Subekti mengemukakan, perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 
b. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, baik agama maupun aturan hukum negara
.  
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami-isteri yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa.
2. Hukum Perkawinan
Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal. Hukum perkawinan mutlak diadakan di Indonesia untuk memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang selama ini telah berlaku di Indonesia
. 
Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai. 
Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”
. 
Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:
a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan - keperluan lain yang harus dipenuhi
.
b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan;
c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lain lemah syahwat; 
d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, sedang nafsunya tidak mendesak;
e. Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara hukum. Di dalam agama Islam juga telah diatur mengenai hukum-hukum perkawinan bagi yang sudah mampu untuk menikah.
3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu: (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu”. (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan syarat sahnya perkawinan yaitu harus: 
a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan
.
b. Pada asasnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka; 
c. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 19 (sembilan belas) tahun; 
d. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun; 
e. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan; 
f. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan; 
g. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain; 
h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu; 
i. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
4. Pencatatan Perkawinan
Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mangatur mengenai pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”
. 
Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
Selanjutnya, setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. 
Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan penting untuk dilakukan dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Larangan Perkawinan
Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
.
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan Adat Patah Pena
1. Pengertian dan Dasar Hukum Adat
Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata adat diartikan sebagai suatu perilaku, perbuatan dan sebagainya yang lazim dilakukan dari waktu kewaktu. Secara istilah adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah
. 
Menurut Kusumadi Pudjo Sewojo di dalam bukunya “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia” menjelaskan arti adat adalah perilaku, perbuatan yang oleh dan pada suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Setiap bangsa atau negara memiliki adat atau kebiasaan masing-masing yang berbeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, bahkan pada suatu bangsa memiliki ragam adat atau kebiasaan yang berbeda antar setiap daearahnya. Dari perbedaan-perbedaan inilah, sehingga dapat disimpulkan bahwa adat atau kebiasaan adalah unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat dan kebiasaan yang sudah mentradisi inilah yang menjadi sumber terbentuknya hukum adat dan hukum kebiasaan.
Hukum adat merupakan terjemahan dari “adatrecht” yang untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Snouck Horgronje dalam bukunya “De Atjehers” pada tahun 1893 dan kemudian digunakan oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai penemu hukum adat dan penulisbukum “Het Adatrecht van Nederlands Indie”. 
Hukum adat adalah kesemua aturan perilaku positif yang disatu sisi memiliki sanksi dan disisi lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, singkatnya: hukum adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat adalah bagian tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Adat istiadat ialah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sudah dari dahulu dan telah mentradisi dalam masyarakat Bumi Putera yang bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat Bumi Putera itu
. 
Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan di atas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia
.
Menurut Soerjono Soekanto hukum adat adalah sebagai kumpulan kebiasaan-kebiasaan yang tidak dikodiffikasi yang bersifat pemaksaan dan memiliki akibat hukum. Hukum adat merupakan produk budaya, sebagai produk budaya, hukum adat adalah aktualisasi pada zamannya dan hukum adat berisi tentang nilai-nilai budaya hasil cipta, karsa, dan rasa manusia
. Hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.
Secara histori, sumber hukum di Indonesia berasal dari 2 sumber yaitu, hukum yang berasal dari orang asing (Belanda) dan hukum yang hidup dan lahir dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini dibuktikan oleh seorang peneliti yaitu: Van Vollenhoven, bahwa negara Indonesia juga memiliki hukum adat asli. 
Menurut Van Vollenhoven, pengertian hukum adat adalah hukum atau peraturan yang bukan merupakan peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda dahulu termasuk bukan dari alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.
Menurut Soepomo dan Hazairin menyimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku dari masyarakat suatu daerah dalam hubungan kehidupan bermasyarakat. Hubungan yang dimaksud ialah keseluruhan kebiasaan dan kesusilaan yang ada dianut dan dipertahankan oleh masyarakat adat tersebut. Termasuk juga seluruh sanksi yang di tetapkan dan di putuskan oleh penguasa adata atas setiap pelanggaran yang terjadi
. 
Van Vollenhoven dalam bukunya Adatrech 1, membagi wilayah Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat, yaitu: 1. Aceh, 2. Tanah Gayo, Alas dan daerah Batak, 3. Minangkabau, 4. Sumatera Selatan, 5. Daerah Melayu, 6. Bangka dan Belitung, 7. Kalimantan (Tanah Dayak), 8. Minahasa, 9. Gorontalo, 10. Daerah Toraja, 11. Sulawesi Selatan, 12. Kepulauan Ambon dan Maluku, 13. Kepulauan Ternate, 14. Irian Barat, 15. Kepulauan Timor, 16. Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat), 16. Jawa Timur, Jawa Tengah dan Madura, 17. Daerah Yogyakarta dan Surakarta, 19. Jawa Barat
. 
Pembagian lingkungan hukum adat di atas bukan merupakan asasi melainkan bersifat daerah atau lokalistik. Pada saat sekarang ini pembagaian hukum adat diatas berangsur-angsur mulai berkurang. Hal ini dikarenakan pergaulan lingkungan masyarkat hukum adat tersebut semakin lama semakin erat, pengaruh kehidupan kota besar dan modrenisasi serta makin meresapnya jiwa Nasionalisme sebagai satu kesatuan negara Nasional dan keinginan untuk mengadakan unifikasi hukum Nasional. 
Keberadaan hukum adat ini setelah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) diamandemen hukum adat diakui dan dijamin sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 18 B ayat (2) bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang.” Dari isi Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut dapat dirumuskan: 
a. Kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya dijamin olehh UUD. 
b. UUD menjamin hukum adat tersebut sepanjang hukum adat itu masih hidup. 
c. Sesuai dengan perkembangan masyarakat. 
d. Selama tidak bertentangan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
e. Diatur dalam undang-undang. 
Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 juga menjelaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan perdabannya. Antara Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD pada prinsipnya terdapat perbedaan di mana Pasal 18 B ayat (2) termasuk ke dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah sedangkan Pasal 28 I ayat (3) termasuk kedalam Bab VI tentang Hak Asasi Manusia. Jelasnya lagi bahwa Pasal 18 B ayat (2) adalah penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (indigeneous people). Dikuatkan dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: 
“Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum harus dapat diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”. 
Perkawinan menurut hukun adat adalah suatu kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis
. Perkawinan merupakan sebuah kejadian penting dalam kehidupan bermasyarakat karena kejadian ini tidak hanya persoalan seorang perempuan dan laki-laki yang akan menikah saja, lebih dari itu perkawinan ini juga akan melibatkan orang tua, saudaranya bahkan kerabat-kerabat kedua belah pihak. Perkawinan juga melahirkan keluarga yang menjadi inti dari terbentuknya masyarakat hingga menjadi suatu bangsa
. 
Perkawinan ditentukan oleh sekurang-kurangnya dalam dan oleh anggota keluarga, di samping itu setiap anggota keluarga terikat pada ketentuan-ketentuan perkawinan yang diharuskan dan dihalalkan golongannya secara khusus melalui sebuah norma, norma hukum adat. Maka dari itu dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah leluhur kedua belah pihak dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta keluarganya mengharapkan juga restu bagi kedua mempelai, sehingga mereka berdua ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-istri sampai tua nanti.
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. 
Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubugan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubugan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memilihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan
. 
Soerojo Wigyodipoero mengatakan bahwa perkawinan adalah: suatu perkawinan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab manusia itu tidak saja mencakup pria dan wanita bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga masing-masing
. 
Perkawinan menurut A.Van Gennep adalah suatu proses perubahan status kemandirian seoarang laki-laki dan seoarang wanita yang tadinya hidup terpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Pendapat ini mensyaratkan bahwa perestiwa perkawinan itu berlaku ganda, artinya bahwa disamping mempertemukan pria dan wanita sebagai suami istri juga mengikat keluarga kedua belah pihak
.
3. Tujuan Perkawinan adat
Tujuan perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagian rumah tangga keluarga atau kerabatan, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturuna dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda
. 
Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilinial, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua), harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan istrei ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita tertua (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda). Dimana setelah terjadinya suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.
4. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat
Menurut hukum adat cara terjadinya perkawinan pada umumnya di Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Perkawinan Pinang (Meminang/Melamar)

Perkawinan pinang dimaksud bahwa pihak ke satu (laki-laki) mengajak pihak lainnya (perempuan) untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang indah dan berkias. Utusan yang meminang biasanya seorang kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat dan orang tua
.
b. Perkawinan Bawa Lari

Perkawinan bawa lari adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki- laki melarikan seorang wanita yang sudah tunangan atau sudah dikawinkan dengan laki-laki lain. Dan juga melarikan seorang wanita secara paksa. Maksud dari pada perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara-saudara atau keluarga
.
c. Perkawinan Mengabdi

Perkawinan jenis ini mengandung maksud bahwa suatu perkawinan yang pembayarannya ditunda, atau suatu perkawinan dimana suami dan istri sudah mulai hidup bekumpul tetapi pembayaran mas kawinnya belum lunas maka sisuami bekerja mengabdi kepada kerabat mertuannya sampai mas kawinnya terbayar lunas
.
5. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Ada beberapa persyaratan perkawinan menurut hukum adat diantanya adalah sebagai berikut:

a. Ada Persetujuan

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat yang sistem kliennya masih kuat seperti di Nusa Tenggara Timur, dimana klien yang mengetahui dan memilihkan calon istri bagi para anggota lelakinya. Bagi setiap yang melaksanakan perkawinan tanpa pengetahuan orang tua atau kerabatnya maka ia tersingkir dari kerabatnya. Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran) dalam rasan tua. Dalam rasan tua ada kemungkinan bujang gadis tidak setuju melainkan berdasrkan perundingan dan persetujuan pihak kedua orang tua atau kerabat sendiri.
b. Batas Umur

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti hukum adat memperbolehkan perkawinan semua umur. Kedewasaan seseorang didalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti dia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukurannya dapat dilihat pada perubahan suara, sudah mengeluarkan air mania tau sudah mempunyai nafsu sex. Jadi bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya sebab kebanyakan mereka masih buta huruf.
6. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat
Pelaksanaan perkawinan adat pada suatu perkawinan berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum agama-agama (Hindu, Budha, Islam dan Kristen) masuk di Indonesia telah di turuti dan senantiasa dilakukan. Tata cara tersebut sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah. Tata cara diberbagai daerah di Indonesia adalah tidak sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di tempat masing-masing.

Tentang upacara perkawinan tidak diatur dalam perundangan, kesemuanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan menurut adat atau agamanya masing-masing. Jadinya perkawinan tanpa upacara adat kebiasaan dalam masyarakat dapat saja dilakukan, asal saja dilakukan tata cara perkawinan yang ditelah ditentukan dalam perundangan. Dengan demikian upacara perkawinan itu pelaksanaanya menyangkut hukum adat dan hukum agama. 
Pada umumnya pelaksanaan upcara perkawinana adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu “istri ikut suami” (kawin jujur), suami ikut istri (kawin semanda), atau suami istri bebas menentukan sendiri (kawin bebas) atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat/suku bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju. 
Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacaran), atau tahap penyelesain tahap berlarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir akhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua atau mertuanya.
7. Perkawinan Adat Patah Pena
Patah Pena merupakan sanksi Peraturan adat pembayaran harta oleh masyarakat Tanimbar yang sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh masyarakat Kepulauan Tanimbar. Dalam praktek perkawinan dan kebudayaan Duan Lolat, memerhatikan keunggulan nilai-nilai subjektifitas Duan yang bersifat matrelialistis. Hal ini sangat jelas pada saat menentukan harta yang tinggi dari sebuah harta kawin berdasarkan gengsi keluarga demi mewujudkan popularitas dari seorang Duan dalam kehidupan masyarakat. Harta kawin sudah menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kelompok (keluarga) yang menjabat status sosial sebagai Lolat
.

Patah Pena dipakai sebagai khiasan pada masyarakat desa juga merupakan aturan adat dalam perkawinan yang masih tetap dijalankan sejak turun-temurun oleh masyarakat desa yang sudah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan sampai sekarang. Patah Pena berlaku bagi para pemuda/pemudi desa yang sementara dalam bangku pendidikan tetapi telah mengalami kecelakaan yang akhirnya tidak lagi sekolah maka sanksi yang berlaku adalah Patah Pena.

Proses  pelaksanaaan tradisi Patah Pena di jelaskan bahwa Patah Pena terbentuk apabila terjadi sebuah perkawinan dibangku pendidikan. Hal ini dapat terjadi ketika adanya kesepakatan antara kedua bela pihak untuk tidak melanjutkan pendidikan dari anak yang mengalami musibah tersebut. Maka proses pembayaran harta Patah Pena  dapat dilaksanakan, di mana pihak  keluarga perempuan memberikan pesan ke pihak laki-laki agar dapat membicarakan tentang adat perkawinan
.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Perempuan Dalam Pernikahan

Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan sesuatu yang dimiliki atau diterima oleh manusia karena sebab-sebab tertentu. Hak yang dimiliki oleh seseorang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap eksistensi dan martabat manusia sebagai individu maupun sebagai anggota suatu masyarakat.
Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia memberikan pemahaman sebagai suatu pernyataan dan penegasan, bahwa hak-hak yang melekat pada diri wanita (yang selama ini diperjuangkan oleh kaum wanita diseluruh dunia ) adalah memang merupakan hak asasi manusia, karena wanita adalah manusia juga, yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan pria, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang apapun karena diskriminasi terhadap perempuan berarti pembedaan, pengesampingan atau pelarangan
.
Masalah hak asasi manusia diangkat sebagai hal yang terpenting dalam negara demokrasi atau negara yang ingin mencapai demokrasi. Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk diskriminasi terhadap perempuan terhadap sebuah negara dapat mengancam legitimasi seorang pemimpin negara itu sendiri. Sudah banyak contoh dimana kediktatoran sebuah rezim justru melahirkan resistensi atau perlawanan dari civil society yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan rezim tersebut.
Persamaan hak perempuan sama dengan hak laki-laki telah disepakati dunia internasional sebagaimana telah dimasukkan dalam Convention on The Elimination of Discrimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1979, yaitu: hak dalam keluarga (perkawinan), politik, ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial dan persamaan dimuka hukum. Berbagai hak perempuan telah diakomodir dalam Konvensi CEDAW (UU No.7 Tahun 1984) tersebut, namun yang akan disusun oleh tim Kompendium Hak Perempuan dibatasi hanya pada hak perempuan terhadap kesehatan terutama reproduksi, hak politik, hak perempuan dalam perkawinandan bagaimana hak perempuan dipayungi dan berdasarkan Hak Asasi Manusia, kesemua hak-hak tersebut agar dapat mencapai tujuan tentu wajib pula untuk memberdayakan mereka. Bagaimana perempuan dapat mengakses faktor produksi, mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam proses membuat keputusan suatu kebijakan dan perencanaan serta sekaligus dapat mengontrol dan mengawasi proses kebijakan.
Sebagai hak yang bersifat universal, Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat pengakuan berbagai bangsa dan negara di dunia. sebagai sebuah konsepsi dan acuan nilai, HAM bersifat universal. Melekat secara eksistensial dalam identitas kemanusiaan. Tanpa HAM, identitas kemanusiaan itu menjadi tidak berarti atau malah dianggap tidak ada sama sekali. Di mana dan kapan pun, manusia menyandang, hak-hak asasinya itu sejak lahir. Hak itu harus dihormati dan tidak boleh dilanggar
.
Hak-hak perempuan dalam ikatan / putusnya perkawinan yang harus dilindungi menurut Undang-undang HAM adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengenai ikatan dan putusnya perkawinan diatur di dalam Pasal 30, 34, 35-37, dan Pasal 38- 41Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hak-hak wanita sebagai seorang istri diatur di dalam Pasal 51 Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999. Wujud upaya kodifikasi dan unifikasi hukum telah dilaksanakan dengan Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974, sebagai hukum perkawinan nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam Petunjuk Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0807/75 tanggal 20 Agustus 1975 dinyatakan bahwa walaupun undang-undang ini dimaksudkan untuk unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, undang-undang ini masih mengakui berlakunya hukum perdata positif yang beraneka ragam bagi golongan tertentu dalam masyarakat.

Menurut petunjuk Mahkamah Agung itu, “tanpa menghilangkan kebhinekaan (naunces) yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya hukum perdata positif yang beraneka ragam dalam masyarakat”. Pasal 66 UUP Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai peraturan pelaksanaannya, tidak mencabut seluruh ketentuan mengenai perkawinan dalam KUHPerdata. UUP Nomor 16 Tahun 2019 ini hanya menghapuskan ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan mengenai perkawinan itu, sejauh telah diatur di dalamnya. Secara lengkap Pasal tersebut menyatakan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. (UUP No.16 Tahun 2019 Pasal 66).
Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sejauh ini masih belum memenuhi harapan kelompok perempuan. Tidak mengherankan, karena dilihat dari proses pembentukannya, Undang-undang Perkawinan ini merupakan hasil pertarungan tiga kelompok kepentingan yang ada pada saat itu. Yakni pertama, negara (Orde Baru) yang berkepentingan menyelamatkan strategi pembangunannya (ideologi pembangunanisme). Kedua, kelompok agama (Islam) yang berkepentingan mengukuhkan kekuasaan dan kewenangannya, melaui upaya menegakkan dan memperluas penerapan ajaran agama dalam kehidupan bernegara, yang sejak zaman kolonial kepentingan Islam ini dikalahkan oleh prinsip penataan negara modern. Ketiga, kelompok perempuan, meskipun merupakan kelompok yang paling awal mengambil momentum pembahasan RUU, sebagai kesempatan memperjuangkan perubahan nasib, namun secara perlahan-lahan tersingkir ke pinggir arena dan menyerah pada kepentingan pihak lain yang semakin melanggengkan struktur yang tidak adil. Oleh karena itu upaya mewujudkan Undang-undang Perkawinan yang mengangkat martabat kaum perempuan masih tetap, berupa harapan
. Berbagai  perkawinan masih terus ditemukan dan menjadi keprihatinan organisasi-organisasi perempuan, seperti kasus poligami, kawin paksa, kawin anak-anak (dibawah umur), perceraian, dan perkawinan sewenang-wenang.
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